
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1547, 2018 KEMENKEU. Pengelolaan Akumulasi Iuran 

Pensiun PNS dan Pejabat Negara. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 148/PMK.02/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN 

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan akumulasi iuran 

pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran 

Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan akumulasi 

iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, perlu 

melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi 

Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang 

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil 

dan Pejabat Negara; 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1547 -2- 

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang 

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan 

Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1461); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI 

IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT 

NEGARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran 

Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1461) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk 

pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan sesuai dengan 

kebijakan Pemerintah. 

(2) Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk 

pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan melalui penyetoran 

akumulasi Iuran Pensiun sebagai Penerimaan Negara 

Bukan Pajak oleh Badan Penyelenggara. 

 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 15 

Akumulasi Iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk 

investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a 

harus ditempatkan dalam jenis: 

a. Surat Berharga Negara; 

b. deposito pada Bank Pemerintah; 

c. saham yang tercatat di Bursa Efek; 

d. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat A- atau 

yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang 

telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di 

bidang pasar modal; 

e. obligasi dengan mata uang asing yang diterbitkan oleh 

Badan Usaha Milik Negara dan memiliki peringkat 

yang sama dengan peringkat risiko kredit Negara 

Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemeringkat yang diakui secara internasional; 

f. sukuk yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara 

dan paling rendah memiliki peringkat A- atau yang 

setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah 

memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang 

pasar modal; 

g. medium term notes yang diterbitkan oleh Badan Usaha 

Milik Negara dan memiliki peringkat paling rendah A- 

atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek 

yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas       

di bidang pasar modal; 

h. reksa dana berupa: 

1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan 

tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana 

saham; 

2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan 

penjaminan, dan reksa dana indeks; 

3. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif 

penyertaan terbatas; dan 

4. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya 

diperdagangkan di Bursa Efek; 
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i. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di 

Bursa Efek); dan/atau 

j. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak 

investasi kolektif pada proyek infrastruktur yang 

mendapat penjaminan dari Pemerintah. 

 

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17 

Penilaian atas aset dalam bentuk investasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 harus dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar 

yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek 

yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di 

bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek 

yang telah diakui secara internasional; 

b. deposito, deposito berjangka termasuk deposit on call 

dan sertifikat deposito yang tidak dapat 

diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) 

pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai nominal; 

c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat 

diperdagangkan (negotiable certificate deposit) pada 

Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto; 

d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, 

berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan 

informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek; 

e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang 

ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang 

telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di 

bidang pasar modal; 

f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai 

pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian 

harga efek yang telah diakui secara internasional; 

g. medium term notes, berdasarkan nilai diskonto atau 

nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga 
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penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari 

lembaga pengawas di bidang pasar modal; 

h. reksa dana berupa: 

1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan 

tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana 

saham;  

2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan 

penjaminan, dan reksa dana indeks;  

3. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif 

penyertaan terbatas; dan 

4. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya 

diperdagangkan di Bursa Efek, 

berdasarkan nilai aktiva bersih; 

i. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat             

di Bursa Efek), berdasarkan standar akuntansi yang 

berlaku; dan/atau 

j. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak 

investasi kolektif pada proyek infrastruktur yang 

mendapat penjaminan dari Pemerintah, berdasarkan 

nilai aktiva bersih. 

 

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 19 

Pembatasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 

30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;  

b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank 

Pemerintah paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah seluruh investasi; 

c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan 

hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing 

paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh 
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